
BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI II"ALMATIERA BARAT
NOMOR: 5B.nlX.r"rs/ E I 2O2r

TEN'IYING

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAII
NASKAH PERJAT{JIAN TIIBATI DAERAH YANG BERSUMBER DARI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAI{JA DAERAH
DARI BUPATI HALMAHERA BARAT KEPADA KIPALA PERANGI{AT DAERAH

KABUPATEN IIALMATIERA BARAT
TATIUN ANGGARAIiI 2A2L

BUPATI }IAIMAEIERA BARAT,

lv{enimbang : a- bahrva berdasarkan ketentuan Pasai 13 al.at (U dan (3) Pcraturan
Bupati Haimahera Barat Nornor 2"A Tahun 2019 tentang Tata Cara
Penganggara n, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Petrtanggung jain.a tran
<lan Peiaporan serta Monitoring dan trvaiuasi lfibah dan Bantuan Sosiai
.vang Bersumber Darj Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
rnengarlanatkan bahu,a penandatanganan Naskah Perjanjian Fiibah
Daerah dapat ciidelegasikan kepada Kepaia Perangkat Daerah terkait
atau pejabat lain yang ditunjuk atas nama Bupati;

b. bahwa untuk tertib dan lancarnva dalam pelaksanaan beianja hibah
_yang bersurnber dari Anggaran Pendapatan clan l3elanja l)aerah, perlu
menunjuk pejabat yang diLreri kervenangan untt-rk menandatangnni
Naskah Pe4'anjian Flibah Daerah;

c. bahu,a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksucl, huruf a dan.
huruf b, periu menetapkan Keputusan Elupati tenterng Irelirrrpahan
Kewenangan Penandatanganan Naskah Pe1'anfian I'Iibah Daerah yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja llaerah dari Bltpati
Hahnahera Barat kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten
Flalmahera Barat Tahun Anggaran 2427.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Fenetapan Undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tent-ang Pembentukan Daerah*
daerah Sr.vatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Sr.vatantra Tingkat I
Ir{aluku menj adi U nclang-undang;

2. Undang-undang Nornor 1 Tahun 2003 tentang Pernbentukan Knbupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Flalmahera Selatan, Kabupaten
Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore
Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

ilillx:.11.iliT:T::i';;*T;:i-,:tt13-#ffff.ffi#,-,1T"*".*
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
S" lndang-undang Nomor 5 Tahun '2A14 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Unrlang-undang Nomor 23 Tatrun 2Ol4 tentang Pemer:intahan Daerah;
8. Undang-unrlang Nomor 30 Tahun 2OI4 tentang Administrasi

Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tent-ang Dana

Perimhangan;
l0.Peraturan Pemerintah Nomor I'2 Tahun 2Ol9 tentang Pengeloiaan

Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2A)O tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan f)aerah;
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Peraturan Daerah Kabupat.en Halmahera Barat Nomor 5 Tahun '2OX.6

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat;
Peraturan Daerah Kabupa-uen Halmahera Barat. Nomor 1 Tahun 20'21,

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
'242t:
Peraturan Bupal"i Flalmahera Barat Nomor 2.A Tahun 20lq tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan"
Perlanggungjaw,aban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi
ifibah dan Bantuan Sosial Yang Ilersumtrer Dari Anggaran Pendapatart
dan Belanja f)aerah;
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nornor Nomor 1 Tahun 2021 tentang
PenjaLraran Anggaran Pendapatan clan Belnnja Daerah Kab. Halmahera
Barat Tahun Anggaran '20'27.

MEMUTUSKAN:

Melimpahkan Kern'enangan Penandatanganan Naskah Perjanjian Flitlah
Daerah J/ang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dari Br.rpati Ilalmahera Barat kepada Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Hahnahera Barat Tahun Anggaran 2421.

Naskah Peq'anjian Hibah Daerah yang rlitandatangani antara Pejabat
sebagamana riimaksud Diktum Kesatu clan Penerima ilibah
berpedoman pada ketentuan yang dislraratkan dalam Peraturan Br-rpati
Hahnahera Barat Nomor 2.A Tahun 2019 tentang Tata Caral
Perrganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggrtng janr.aban
dan Peiaporan serta Monitoring dan Evaluasi F{ibah dan Bantuan Sosial
r-ang Bersurnber Da,ri Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelirnpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, para
Kepala Perangkat. Daerah trertanggungjaw'ab penuh atas Pengelolzlan
Keuangan Dana Hibah pada Perangkat [)aerah yang dipimpinnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepada Kepala Perangkat Daerah yang diireri \\,'ewenang
penandatanganarl sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, rva-iib
rnelaporkan pen5raluran/penyerahan dan penggunaan Dana Hibah
kepada l3upati Halmahera Barat melalui Sekretaris l)aerah.

Keputusan ini mulai beriaku pada tanggai ditetapkan.
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Menetapkan

KF]SATU

KEDUA

KETiGA

IiF]F]I\{PA'I'

KEI,IMA

Ditet-apkan di : Jailolo r
pada tanggal : 3 Mqrcu 2o2l

BUPATI HAI.MA}I BARA']],

1. Menteri Dalam Negeri di.lakarta,
2. Gnbernur Maluku Utara di Sofi{t,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Penvakilan Maluku Utara di Terna.te,
tl. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5" Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halbar di Jaiioio,
6. Arsip.

.Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum

+Hukum &

JAMES UAI'IG


